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A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk yang paling sempurna di@ptduhan, dengan
diberikan akal, dibandingkan dengan mahluk laingytidak diberi, dan dengan
akal inilah manusia mengadakan hubungan dengan si@anainnya untuk
bermasyarakatnfuamalal dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong
menolong, saling butuh membutuhkan dan saling lrkeaik. Manusia
mempunyai naluri untuk hidup secara damai, salingmbantu dan saling
melindungi. Untuk itu semua diperlukan suatu peraty penanaman suatu
petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistesial. Fungsi
sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikarekgpgan anggota masyarakat,
sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hah@ngakibatkan bahwa tugas
hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasidaraamilai kepentingan
hukum ¢echtszekerhe)d

Peraturan-peraturan itu dibuat oleh masyarakaeitaliri dan berlaku bagi

mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar darajaehghwa suatu aturan

! R. SoerosoPengantar Hukum Islantet. Ke-9 Jakarta : Sinar Grafika, 2007, him. 297.
2 Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar llmu Hukum, (Adasngertian, dan Sistematika),
Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), him. 57.



memang diciptakan dan dikehendaki oleh para aaggeisyarakat, namun ada
kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah lakisetaut disebabkan oleh
kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku ¢gemslecara berulang-ulang
dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya, kameseka yakin bahwa
memang seharusnya demikian. Kelompok lain belurtuterempunyai perilaku
atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga ltipémbedaan aturan di
antara sesama masyarakaladi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau
melanggar peraturan, sanksinya dapat saja bernvamdgra satu dengan yang
lainnya.

Selanjutnya, jika hukum dipandang secara fungsjoadkrpanggil untuk
melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan phidasial, misalnya
mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketagniadakan
penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan tiketerdan melakukan
kontrol, menciptakan tata tertib di dalam masyarraka

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan gaba&arana
pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan padgapag bahwa ketertiban
dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggapngetian sangat
diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata Kaidapat berfungsi untuk

menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat kertwaag dikehendaki oleh

% R. Soerosoop. cit.him. 298
* Satjipto RaharjoHukum dan MasyarakatBandung: Angkasa, tt), him. 65.



perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hudumatas seyogyanya
dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistengpndalian sosial.

Di dalam pembentukan suatu hidup bersama yang baitkintut
pertimbangan asas atau dasar dalam membentuk hskpaya sesuai dengan
cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan damilasas hukum adalah
prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundameuin. Asas-asas itu dapat
juga disebut titik tolak dalam pembentukan undandamg dan interprestasi
undang-undang tersebut. Dapat dikatakan bahwa laslasm ini merupakan
jantungnya peraturan hukum. Menyebutnya demikiameria pertama, ia
merupakan landasan yang paling luas bagi lahiragtusperaturan hukufh.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada sepedaigujarimah
bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk betrfparanah, sebab larangan atau
perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipurummak itu sendiri bukan
satu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si @@mtu sendiri, namun
hukuman itu diperlukan, sebab bisa membawa keuatungng nyata bagi
masyarakaf.Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kiemue dihukum,

maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain adaktmelakukan kejahatan.

® Soerjono Sekantd§esadaran Hukum dan Kepatuhan hukumakarta: rajawali, 1982, him.

® Stjipto Rahardjollmu Hukum Bandung: Alumni, 1986, him. 85.
" Ahmad HahafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1993, him. 3.



Dalam hukum Islam sanksi itu sendiri pada intingalah bukan supaya
pelakujarimah dapat derita karena balasan, akan tetapi bepseéentif terhadap
pelakujarimah dan pengajaran serta pendidikan.

Seorang ahli hukum memandang sumber hukum ada doanm yaitu (1)
sumber hukum formal dan (2) sumber hukum mateBilmber hukum formal
adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturanrgandauatu bentuk. Karena
bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, nkahgilan ditaati. Sumber
hukum materiil adalah sumber hukum yang menentulsainhukum itu®
Perundang-undangan merupakan salah satu sumbentiakual.

Indonesia merupakan salah satu Negara dari selapak negara yang
masih konsisten memberlakukan pidana mati dalanurhukasionalnya. Dalam
hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya m#&u mati atau pidana mati.
KUHP Bab Il mengenai Pidana, pasal 10 dinyatakang®eai macam-macam
pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pida@aabahan. Pidana mati
termasuk jenis pidana pokok yang menempati uruasg pertama’

Baik berdasarkan pada KUHP pasal 69 tentang perpane mengenai
perbandingan beratnya pidana pokok maupun berdasagk yang tertinggi bagi

manusia, pidana mati adalah pidana yang terberaterta pidana ini berupa

8 Abdul Al-Qadir Audah,Al Tasri’ al-Jinaiy al-Islamy Jilid I, Kairo: Dar al Urubah, 1963,
him. 442.

® Ishag,Dasar-Dasar IImu HukumJakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 92.

10 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidanalakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, him. 25



pidana yang berat, yang pelaksanaannya berupanaegge terhadap hak hidup
bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya &etathngan Tuhan, maka
tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbuyskardan kontra, tergantung
dari kepentingan dan cara memandang pidana masitdiri'*

Pro dan kontra ini berlanjut mengenai tata caraksainaan eksekusi
terpidana mati. Tembak mati menjadi salah satu aipggng dipilih untuk
mengeksekusi terpidana berdasarkan UU No.2/Pnp&/186tang Tata cara
Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pdagadi lingkungan
Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tah@641Nomor 38) yang
telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undartang Nomor 5 Tahun
1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repuididnksia Tahun 1945.
Pendapat lain mengatakan tata cara pelaksanaamapideti dengan cara
ditembak sampai mati sangat melanggar hak asasisisaseperti diatur dalam
UUD 1945. Selain itu produk hukum UU No. 2/PnpsA@anggap sangat tidak
konstitusional mengingat proses pembentukannya Vida§g berdasarkan UUD
1945

Undang-Undang Nomor 02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tataa

Pelaksanaan Pidana Mati merupakan salah satu dedapelaksanaan eksekusi

"bid, him. 29
2 Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidant Mayi Terpidana Mati dalam Hukum
Pidana”.Jurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. |. Jakarta. 20@Im. 26.



terpidana mati dengan cara ditembak sampai matisifi lain menunjukkan
Negara Indonesia masih tetap memandang pentingtaraya sanksi pidana mati
bagi terpidana kasus kejahatan berat (terorismgotika, dll.).

Tata cara ditembak mati ini dipandang sangat bemgan dengan KUHP
yang tidak pernah mengatur tata cara palaksanademngimati dengan cara
ditembak sampai mati. Bahwa Kitab Undang-UndangudukPidana (KUHP),
yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatar ¢ara hukum mati,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUHP, y&idana Mati dijalankan
oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratiedinyang terikat di tiang
gantungan pada leher terpidana kemudian menjatutgaran tempat terpidana
berdiri”. *

Pidana mati juga dikenal oleh hampir semua sukimabnesia. Berbagai
macam delik yang dilakukan diancam dengan pidant @ara melaksanakan
pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengars, kditenggelamkan,
dijemur dibawah matahari hingga mati, di tumbuk&epya dengan alu dan lain-
lain.**

Memang di dalam Hukum Pidana Islam yang dianut olelgoritas ulama'’

akan kita temui beberapa delik pidana yang diandmmgan hukuman mati

13 Moeljatno,KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, him. 6
14 Andi Hamzah,Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dansaalepanJakarta :
Ghalia Indonesia, 1984, him. 47



('dam), yaitu zina, pembunuhan disengala;abah (pembegalan/perampokan,
gangguan keamanan), murtad dan pemberontakkdraghyy).

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketenagama Islam,
termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenddn perlindungan
terhadap hak asasi manusia serta kepentingan raaflugian utama penjatuhan
pidana dalam syari'at Islam adalah untuk pencegalfeam pengajaran serta
pendidikar-®

Selain itu syari'at Islam tidak lupa memberikan had¢ian kepada diri
pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahaibaikian terhadap diri
pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjaubhansia terhadajnayat
bukan karena takut akan pidana, melainkan karesadikean diri dan kebencian
terhadapinayat, agar mendapat ridho Allah.

Diajarkan oleh Islam setiap orang disuruh untuk akekan perbuatan,
bahwa bukan hanya perbuatan, mau berbicara, bpysilebuat apapun juga
termasuk membunuh kalau itu disyariatkan untuk memhb maka harus
dilakukan dengan jalan yang bdik.

Hukum Islam ada tata cara hukuman mati yang telk@mtdkan (misal di

lempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesmgan cara membunuhnya

15 Ahmad Hanafipp. cit.him. 7

16 Soerjono Soekantdgdentifikasi Hukum Positif tidak Tertulis melaluemelitian Hukum
Normatif dan EmpirisJakarta: IND HILL CO, 1988, him. 87

" Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dloril/PUU-VI/2008 tentang
Pengujian UU Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Malim.46



atau digishash yaitu membunuh dengan memukul menggunakan biaiadi
dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga data yang dilarang
(misalnya, dengan dibakar hidup-hidup, di salitupihidup), ada juga yang tidak
ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah @ange otoritas yang
menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagidana mati merupakan
hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, segrapjtidak berupa bentuk
pilihan tata cara yang dilarang (menurut agamanmigldan tetap dilakukan di
depan masyarakat luasn( publig demi memberikan efek jeragwajir/detterent
effec).'®

Kiranya perlu penulis mengambil jalan tengah ank@radalam penerapan
tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia.uMerketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Calak$anaan Hukuman
Mati yang dijatunkan oleh Pengadilan di LingkungBaradilan Umum dan
Militer, yang menyatakanDengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum
acara pidana yang ada tentang perjalanan putusamgpdilan, maka
pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pdiiga di lingkungan
peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dan ditembak sampai mati,

menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal b&rik

18 pid, him. 59



Ketentuan di atas, dianggap duplikasi dengan kedaenPasal 11 KUHP
dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pdsald2§1) tantang Hak Asasi
Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indafegun 1945.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 teniaatg Cara
Pelaksanaan Hukuman Mati, tidak secara eksplisitget@r tentang pencabutan
Pasal 11 KUHP (vide Pasal 18 Undang-Undang Nom@n@3/1964), sehingga
seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksan@@mg mati, yaitu dengan cara
digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengandd@mbak sampai mati
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 teftatagCara Pelaksanaan
Hukuman Mati-®

Permasalahan yang timbul ketika penolakan perrmnéaarozi cs untuk
dieksekusi dengan cara dipenggal. Jika kelak hukumati benar-benar akan
mengakhiri kehidupan Imam Samudra, ia mengingindidmukum mati sesuai
dengan hukum Islam. Yang ia maksud adalah matiatengra lehernya dipotong
atau dipancung. "Mati dengan cara apapun kami asap diridhoi Allah. Kami
ingin mati dengan cara (Imam mengilustrasikan tanganannya bak sebuah
pisau tajam, lalu diangkat dan ditebaskan ke lehdipenggal,” kata Imam.
Namun, Mabes Polri menegaskan tiga terpidana nestuk Bom Bali | akan
dieksekusi mati di hadapan regu tembak. Perminfgarozi, Imam Samudra,

dan Ali Ghufron alias Mukhlas dihukum pancung sesyariat Islam tidak akan

19 pid. him. 51
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dikabulkan. Kepastian itu disampaikan Kapolri Jeadesutanto. "Kita akan
lakukan eksekusi sesuai ketentuan yang ada dergarditembak®® Bahwa tata
cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak ataulainnya selain dengan
dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar bidisamping ada unsur menyiksa
dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu memli, berdasarkan
pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hykameung maka ahli tidak
melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksana&urhan mati kecuali dengan
dipancung’?

Menilik hal tersebut diatas, permasalahan diforsikn ke dalam skripsi

yang berjudul“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA

PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang penulis munculkan dalmpsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana matddnésia, dan apa
dasar hukumnya?
2. Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati daknspektif

hukum Islam?

20http://www.indogamers.com/f144/imam_samudra_ing'Eﬂti_rdipenggal-3814420

agustus 2009.
2 pytusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesjegit. him. 47.
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan (tata cara) pidanadn&tdonesia,

dan apa saja dasar hukumnya.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan (tata cara) pidana oeam

perspektif hukum Islam.
D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati sudah pernah slib&ta beberapa
mahasiswa Fakultas Syari’ah, baik melalui kajiatatkimaupun kajian hukum
pidana Islam. Akan tetapi belum ada yang pernah labas tinjauan hukum
Islam terhadap tata cara pelaksanaan pidana niatiahesia.

Disamping menelaah pendapat para ahli hukum danatgptdndang
dalam penulisan ini. Penulis juga menelaah bebelapa, artikel, maupun
penelitian yang berkaitan dan memberikan kontrilyssig besar dan sebagai
rujukan dalam menjawab permasalahan tentang pidatiadiantaranya:

1. J.E. Sahetapy, dalam bukunya yang berju@ulatu Studi Khusus
Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap PembunuharerBana.
Bukunya yang dicetak tahun 1982. Buku ini membalaasan
dimasukkannya pidana mati di Indonesia disebabkamgah beberapa

aspek, mulai dari pandangan yuridis, kriminologh&slap pidana mati.
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Buku ini mengfokuskan pada bagaimana sejarah awatbprlakuan
ancaman pidana mati di Belanda dan pandangan temtiang hukuman
pidana mati ada pelaku pembunuhan.

. Rachmat Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudrbblematika
Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjaudworidis —
Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malangdul
tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahw®&ertama di dalam
pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungyanakat terhadap
kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penerttyygan pemidanaan
yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalaséainkaa disamping
mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempurygiian
kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan ukejhatan tertentu
harus dibinasakan.Kedug secara kriminologis pada umumnya
mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkais jpenjahat yang
tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimung&in dengan upaya
“treatment”. Sedangkan untuk golongan kejahatam laiasih dapat
dikenakan upaya treatmendetiga pidana mati dapat diancamkan pada
perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golokggmmatan yang

berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusiisgidkUHP).



13

3. Ach Agus Imam Hariri, dalam skripsinya yang berjutiukuman Mati
dalam Tindak Pidana Pembunuhé®tudi Analisis Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang TindakaRa Tertentu).
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walgm Semarang
lulusan tahun 2003 mengemukakan bahwa hukumanmesturut Fatwa
MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertenta.Sd@pjelis Ulama
Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentangumu&n mati pada acara
Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 akada. MUI
mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertenttwaaukuman mati
merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya sepgngharamkan
perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, yataan
Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.

4. Syarifudin, dalam skripsinya yang berjudbtudi Hukum Islam tentang
Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertalmaiika dari
Pemerkosaan(Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i). Falailta
Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Sengrlulusan tahun
2003 menjelaskan menurut Madzhab Syafi'i bahwaaseprvanita yang
kehormatan wanitanya sedang terancam pada saatpdibjla tidak ada
cara lain untuk menyelamatkan kehormatannya kedealjan membunuh
orang yang berusaha merusak kehormatan itu, makdtaveau boleh

membunuhnya dan wanita tersebut dibebaskan dalsségkuman baik
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gishas, diyat, dan kafarat karena orang yang bleausemperkosa adalah
perbuatan maksiat dan aniaya dan orang yang mexygaboleh diperangi
dan orang yang diperangi tidak wajib memberikartigagi kepadanya.

. Imron, dalam skripsinya yang berjud@®ishash Upaya Pencapaian
Maslahah dalam Al Quran Surat Al-Bagarah Ayat 1Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dafu tahun 2005
dalam skripsinya menjelaskan bahwa Pertama, Hukum qishash
sebenarnya sudah berlaku pada masyarakat Aralagama Yahudi dan
Nasrani, yang membedakan antara Islam dengan kgal@aialah adanya
prinsip musawah (persamaan), karena hukgishash yang berlaku
sebelum Islam adalah pembalasan yang tidak seimimaisglnya budak
dibalas dengan orang merdeka, perempuan dibaladakik Keduag
Dilihat dari awal sejarah peradaban Islam maupua sumber Islam
tersebut (al-Qur'an dan al-Hadis) benar bahwa Isklah mensyari’atkan
hukum gishash-diyaterhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan
melakukan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku digerahkan
kepada ahli waris untuk memilih diantara dua aitagf sanksi tersebut.
Dan sebenarnya sebab formulasi hulgisihash-diyatalam figih jinayah
(hukum pidana Islam) difusi agama Yahudi Nasrariadap kontruksi

hukum pidana Islam saat itu.
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6. Syahruddin Husein, dalam penelitiannya yang befjudidana Mati
Menurut Pidana Indonesidenelitian yang dimuat Jurnal Majemuk edisi
17 tahun 2003. Ini membahas metode penerapan hukunmad yang
dilandaskan dengan hukum adat, perundang-undanghrdahesia dan
hukum Islam. Seperti seseorang yang melakukan pemham, maka
dalam hukum Islam dikenakan hukugisas dengan dibunuh. Penelitian
ini mengfokuskan pada metode hukum yang dipakandahenetapkan
hukum menurut pidana Indonesia.

Dari buku-buku, artikel, penelitian maupun skripggrsebut diatas
meskipun banyak yang mengkaji tentang hukuman matnun belum ada yang
secara spesifik dan utuh mengkaji tentang taragksomisasi atau persamaan
perundang-undangan yang ada di Indonesia, khusuten@ng Tata Cara
Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Untuk ituripsk ini berusaha
menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pidamalimadonesia, khususnya
adakah taraf singkronisasi atau persamaan antangeemg-undangan tata cara
pidana mati di Indonesia, kemudian ditinjau datuma Islam secara lebih serius

dan komprehensif.

. Metode Penelitian

Penulisan ini berdasarkan pada suatu penelitianalanelstudi

kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasiam daroposal ini



16

memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dgpatidipertanggung jawabkan
validitasnya, maka penulis menggunakan metode sebagkut:
1. Pengumpulan Data
Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara dgdeng
diperoleh langsung dan dari bahan pust@kBalam penelitian yang
dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik penmuam data litereir
ataulibrary research(studi pustaka), metode pokok yang penulis gunakan
dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentgaitu
mengumpulkan dan menelusuri buku-buku dan tulisangyrelefan
dengan tema kajian irfi®
Data primer yaitu berupa sumber Hukum Pidana Insiangang
berupa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dardang-
Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara PelaieaRidana Mati
di Indonesia maupun perundang-undangan hukum piddnar KUHP
yang berlaku di Indonesia dan sumber Hukum Pidalaanl yang berupa
al-Qur'an dan al-Hadits.
Data-data sekunder berupa bahan yang diperoleh attikiel,
jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengmrmasalahan yang

menjadi obyek kajian penelitian seperti Ahmad Heaxdalam karyanya

%2 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta : Ul Press, 2007, hal 11
% suharsimi AriskuntoProsedur penelitian: Suatu Pendekatan Prakfelkarta : PT.Rineka
Cipta, Cet. ke-12, 2002, hal. 206
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Asas-asas Hukum Pidana Islaandi Hamzah dalam karyanyRidana
Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depakloh Khoesnhoe,
dalam karyanyaHukum Adat Sebagai Suatu Model Hukudan masih
banyak lagi karya-karya yang lain yang tidak penskbutkan. Bahan-
bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung datenyusun
ketajaman analisis.

Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisa dilakukdangan
menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif, ini digunakan untuk menggambarkafatsatau keadaan
yang dijadikan obyek dalam penelitian. yaitu memggarkan
perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentadgng-undang
tata cara pelaksanaan pidana mati yang ada di éstlonMetode ini
sangat berguna untuk menjelaskan tentang persaataarhubungan
antara hukum positif yang ada di Indonesia, khugugentang tata
cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia adakagkrenisasi atau
persamaan antara tata cara pelaksanaan pidandirmatonesia yang
diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Komparatif yaitu menganalisis data yang berbel#ggan jalan

membandingkan untuk diketahui mana yang lebih bewtan untuk
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mencapai kemungkinan mengkompromikan. Sehingga dikamukan

persamaan dan perbedaan antara satu sama lainarDemglisis
semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilita d#ari

berbagai bahan pustaka yang ada dan searah denggnkajian yang
dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yandp lebyektif dan

sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang kudbang tata cara
pelaksanaan pidana mati di Indonesia kemudian jalitindari

perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini selain medgen
inventarisasi terhadap data primer dalam wujud suntbukum Pidana
Indonesia yang berupa perundang-undangan khususmgang-Undang
Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaaan@idilati di
Indonesia, Hukum Pidana di Indonesia yang berupkukiuPidana itu
sendiri dan Hukum Pidana Adat dan disertai denganbsr Hukum
Pidana Islam yang berupa al-Qur'an dan al-Haditem#dian
mengorganisasikannya ke dalam suatu koleksi yangnudahkan
penelusurannya kembali dalam mencari hal-hal yangpat
menyingkronkan atau menghubungkan antara tatapsdsma mati yang

ada di Indonesia dan hukum Islam.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, mpehkalisan

karya tulis ini disusun dengan sistematika seblagakut:

Bab |

Bab I

Bab IlI

: Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yarigi b
latar belakang masalah mengenai pidana mati dinksla
merupakan pengantar menuju pembahasan pada bab
berikutnya, perumusan masalah, tujuan peneliti@lgah

pustaka, metode penelitian dan sistematika pemusikapsi.

: Tinjauan Umum Tentang Hukuman dalam Islam

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang
hukuman dalam Islam yang terdiri dari pengertiaasad
hukum, tujuan hukuman, serta pelaksanaan hukumdn ma

menurut Islam..

. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mathdbnesia.

Dalam bab ini berisi mengenai pengertian, dasartdgm@an
pidana mati di Indonesia, pidana mati dalam pemgda
undangan di Indonesia, serta sekilas tentang satapgidana
mati di Indonesia, macam-macam tata cara pelaksanaa

pidana mati, pembentukan undang-undang tata cara



Bab IV

Bab V
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pelaksanaan pidana mati di Indonesia, serta umsuru

pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata CadpPelaksanaan

Pidana Mati Di Indonesia.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang meiapak
analisis pelaksanaan pidana mati di Indonesia ya#uwpa
historis dan filosofi pembentukan undang-undang tara
pelaksanan pidana mati di Indonesia, dan analisis
pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam pei§pekt
hukum Islam yang merupakan perbandingan dari

pelaksanaan pidana mati di Indonesia terhadap higiam.

: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh panasan

yang ada dalam skripsi, saran-saran dan penutup.



